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ABSTRAKSI 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas apakah perusahaan yang 

telah dikelola dan dimiliki oleh negara, yaitu perusahaan BUMN, telah benar-benar membuat 

pengungkapan pelaporan keuangan yang telah ditentukan dan disahkan oleh Bapepam atau masih 

kurang dalam melakukan pengungkapan keduanya. secara wajib dan sukarela dan sebagai peneliti 

membandingkan perbandingan dengan perusahaan BUMS. Melalui perhitungan nilai indeks 

kelengkapan tingkat pengungkapan yang hasil analisisnya digunakan sebagai pembanding 

menggunakan uji t (Independent Sample t-Test), dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi (2-tailed) ) 0,000 < 0,05 yang berarti H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa 

ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat kelengkapan pengungkapan wajib informasi 

akuntansi antara BUMN dan perusahaan BUMS. kemudian menunjukkan nilai signifikansi (2-

tailed) 0,22 > 0,05 yang berarti H2 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan 

signifikan dalam tingkat pengungkapan sukarela informasi akuntansi antara perusahaan BUMN 

dan BUMS. 

 

Kata kunci : Tingkat Kelengkapan, Pengungkapan Wajib, Pengungkapan Sukarela, BUMN, 

BUMS, Informasi Akuntansi, Informasi asimetri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

 

Informasi akuntansi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi 

investor untuk mencari tahu mengenai bagaimana tata kelola keuangan 

suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya yang ditinjau dari 

pengungkapan laporan keuangan yang telah diperiksa dan dipublikasikan. 

Pengungkapan (disclosure) merupakan suatu proses penyajian laporan 

keuangan sebagai bentuk informasi akuntansi yang muncul pada bagian 

proses keuangan terakhir (Apriyanti, 2018:88). 

Apriyanti (2018:88) menjelaskan bahwa pengungkapan informasi 

akuntansi diperuntukkan kepada pemangku kepentingan yang terdiri dari 

dua jenis pengungkapan yaitu pengungkapan wajib (mandatory disclosure) 

dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). Perusahaan wajib 

melakukan pengungkapan informasi akuntansi dalam bentuk laporan 

keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku disebut dengan 

pengungkapan wajib. Sedangkan suatu pernyataan perusahaan dalam 

berbagai bentuk informasi penting yang tidak diatur dalam peraturan yang 

berlaku disebut pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib oleh 

perusahaan harus memenuhi kriteria-kriteria konsep pengungkapan yang 

cukup, wajar, dan lengkap, sehingga pengungkapan tersebut dapat 

dikategorikan full disclosure. Teori tersebut didukung oleh penelitian 

(Setyawan, 2019) yang menyatakan bahwa



terdapat tiga konsep dalam pengungkapan yaitu pengungkapan yang cukup (adequate), 

wajar (fair), dan lengkap (full). Pengungkapan yang cukup artinya pengungkapan secara 

minimal harus dilakukan untuk mengurangi adanya penyajian laporan keuangan yang 

menyesatkan. Pengungkapan secara wajar memiliki tujuan etis agar bisa memberikan suatu 

perlakuan penyajian yang sama dan menyeluruh bagi semua pengguna. Pengungkapan 

yang lengkap mengharuskan perusahaan akan perlunya penyajian semua informasi yang 

relevan.  

Adanya pengungkapan informasi akuntansi baik pengungkapan wajib (mandatory 

disclosure) maupun pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) dapat meminimalisir 

asimetri informasi dimana asimetri  informasi tersebut terjadi karena salah satu pihak yaitu 

manajer memiliki akses informasi lebih atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh 

pihak luar perusahaan atau pihak pemangku kepentingan sehingga pihak luar perusahaan 

terutama investor, akan melakukan pengkajian interpretasi perilaku manajer yang termasuk 

dalam perilaku penentuan struktur modal. 

Bagi manajer memiliki informasi yang lebih atas prospek perusahaan memicu 

peluang manajer dalam melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan serta 

kepentingan untuk memaksimumkan utility bagi dirinya. Salah satunya melakukan praktek 

manajemen laba dengan memanipulasi laporan keuangan sehingga mendorong timbulnya 

pertentangan yang menyebabkan kerugian bagi pihak yang memiliki kepentingan. 

Sedangkan  bagi investor memiliki informasi yang sangat sedikit sulit untuk mengontrol 

secara efektif terhadap tindakan yang dilakukan oleh manajemen. Kasus tersebut diperjelas 

oleh penelitian Putri dkk (2018) tentang keagenan menjelaskan antara manajemen (agen) 

dengan pemilik modal (prinsipal) menimbulkan adanya asimetri informasi dimana situasi 



ini dapat mengakibatkan terjadinya moral hazard, yang menunjukkan bahwa tindakan 

manajer lebih menguntungkan kepentingannya daripada kepentingan investor. Dari 

peristiwa tersebut muncul awal mula terjadinya konflik kepentingan, dimana investor 

menginginkan dividen yang cepat dan berjumlah besar atas kegiatan investasi yang 

dilakukan kepada perusahaan, sedangkan manajemen perusahaan menginginkan gaji atau 

kompensasi yang berjumlah besar juga sehingga kasus tersebut mengakibatkan adanya 

biaya agensi (agency cost) yang dapat mengurangi laba perusahaan. Pengungkapan 

informasi yang lebih banyak sangat penting dilakukan agar tidak menimbulkan 

pertentangan atau perselisihan antara pihak manajemen dan pihak pemangku kepentingan 

atau investor (conflict of interest) serta pengungkapan juga dapat mengurangi agency cost 

melalui penyajian pengungkapan informasi akuntansi keuangan yang terpublikasikan 

(Rinobel dan Laksito, 2015). 

Dasar dari pengungkapan wajib (Mandatory Disclosure) adalah sebagaimana diatur 

dalam kebijakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar 

Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan SK Ketua Bapepam Nomor KEP-

689/BL/2011 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek yang telah diperbaharui dan 

ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2011. Kebijakan terhadap pengungkapan informasi 

akuntansi dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas transparansi, keterbukaan, 

keseragaman penyusunan, dan daya banding laporan keuangan. Mewujudkan laporan 

keuangan yang berkualitas, informasi akuntansi diperlukan tidak hanya dari pengungkapan 

wajib saja namun pengungkapan sukarela juga perlu dilakukan sehingga perusahaan-

perusahaan BUMN maupun BUMS dapat dikelola dengan baik. 



Berdasarkan penelitian-penelitan terdahulu yang telah mendukung penelitian 

tentang pengungkapan laporan keuangan diantaranya, Andriyanto dan Metalia (2015) 

melakukan penelitian perusahaan industri high-profile dan low-profile dengan 

membandingkan tingkat kelengkapan mandatory disclosure dan voluntary disclosure. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan positif signifikan tingkat 

kelengkapan mandatory disclosure pada industri high-profile dan industri low-profile 

sektor aneka industri. Sedangkan untuk hasil pengujian hipotesis penelitiannya yang kedua 

menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan positif signifikan tingkat kelengkapan 

voluntary disclosure pada industri high-profile dan industri low-profile sektor aneka 

industri. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa masih banyak perusahaan sektor aneka 

industri high-profile dan low-profile kurang dalam melakukan pengungkapan informasi 

akuntansi yang bersifat wajib namun lebih menekankan pengungkapan suka rela secara 

luas. 

 Sambudi dkk (2019) membuktikan bahwa 1) terdapat perbedaan tingkat 

kelengkapan mandatory disclosure pada industri high-profile dan low-profile perusahaan 

manufaktur sektor aneka industri. 2) Terdapat perbedaan tingkat kelengkapan voluntary 

disclosure pada industri high-profile dan low-profile perusahaan manufaktur sektor aneka 

industri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masih banyak kekurangan dalam 

mengungkapkan laporan keuangan yang bersifat wajib pada perusahaan manufaktur sektor 

aneka industri sedangkan untuk pengungkapan sukarela perusahaan manufaktur sektor 

aneka industri cenderung mempertimbangkan voluntary disclosure sebagai aset tidak 

berwujud untuk keberlangsungan hidup perusahaan dengan memberikan pengungkapan 

sukarela secara luas. 



Kegiatan penelitian terhadap pengungkapan laporan keuangan suatu perusahaan 

sebagai sarana pengetahuan sistem akuntabilitas dan transparansi perusahaan kepada 

publik sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Sesuai dengan peraturan Bapepam bahwa 

tingkat akuntabilitas sangat penting dalam mengungkapkan laporan keuangan yang 

berbasis secara keterbukaan sehingga kegiatan tersebut dapat memberikan kejelasan 

pengungkapan yang cukup, fair dan lengkap terhadap informasi akuntansi kepada 

pemangku kepentingan termasuk investor. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan judul “Perbandingan Tingkat Kelengkapan Mandatory 

Disclosure dan Voluntary Disclosure Informasi Akuntansi (Studi Empiris Perusahaan 

BUMN dan BUMS yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018)”. 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan wajib (mandatory disclosure) 

informasi akuntansi pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan 

Usaha Milik Swasta (BUMS) ?   

2. Bagaimana perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) 

informasi akuntansi pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan 

Usaha Milik Swasta (BUMS) ?  



1.3.Tujuan dan Manfaaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian sebagai berikut. 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan wajib 

(mandatory disclosure) informasi akuntansi pada perusahaan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). 

2. Untuk mengetahui perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan sukarela 

(voluntary disclosure) informasi akuntansi pada perusahaan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademis 

Sebagai sarana menambah wawasan, kemampuan berpikir serta referensi mengenai 

pengaruh kelengkapan pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan 

pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) informasi akuntansi pada 

perusahaan BUMN dan BUMS. 

2. Bagi Peneliti 

Untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, penelaahan, dan pemahaman 

dari sebuah informasi yang terjadi serta peneliti dapat mengetahui dengan jelas 

bagaimana perbandingan kelengkapan informasi akuntansi terkait dengan 

mandatory disclosure dan voluntary disclosure pada perusahaan BUMN dan 

BUMS. 



3. Bagi Perusahaan 

Sebagai sarana informasi, pengetahuan dan wawasan bagi perusahaan dalam 

memberikan rekomendasi suatu kebijakan serta program yang dicanangkan oleh 

sebuah pemerintahan atau instansi yang terkait sebagai pengambilan keputusan. 

 

4. Bagi Pemerintahan 

a. Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana perusahaan-

perusahaan BUMN dan BUMS telah menjalankan peraturan yang telah ditetapkan 

dan disahkan terkait dengan kelengkapan pengungkapan wajib dan pengungkapan 

sukarela. 

b. Untuk membantu pemerintahan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang 

nantinya akan diambil dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam 

pengambilan keputusan. 

 

 



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan interpretasi penelitian terkait dengan 

perbandingkan tingkat kelengkapan mandatory disclosure dan voluntary 

disclosure pada perusahaan BUMN dan BUMS, maka peneliti dapat 

menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut : 

1. Terdapat perbedaan variance dengan perolehan nilai signifikansi (2-

tailed) 0.000, dimana hasil perolehan tersebut lebih kecil dari 0.05 yang 

berarti H1 diterima, yakni terdapat perbedaan signifikan tingkat 

kelengkapan pengungkapan wajib (mandatory disclosure) informasi 

akuntansi antara perusahaan BUMN dan BUMS. Berdasarkan yang di 

telah dijelaskan di bab IV bagian pembahasan disimpulkan bahwa 

terkait dengan perbedaan tingkat kelengkapan mandatory disclosure 

antara perusahaan BUMN dan BUMS diketahui dari adanya perbedaan 

pengungkapan atas pos-pos laporan keuangannya dari masing-masing 

item / butir pengungkapan yang telah diungkapkan suatu perusahaan, 

tergantung kebijakan masing-masing manajer perusahaan untuk 

mematuhi peraturan Bapepam yang berlaku mengenai penyajian dan 

pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik karena 

ada sebagian perusahaan melakukan pengungkapan secara penuh 

hampir semua yang ada di peraturan diungkapkan, yang terkandung 



dalam informasi keuangan, profil perusahaan, laporan direksi, tata 

kelola perusahaan dan lain-lain. Namun ada juga sebagian perusahaan 

yang memilih tidak mengungkapkan secara penuh melainkan hanya 

dengan butir-butir pengungkapan wajib tertentu saja yang diungkapkan, 

maka hal ini mempengaruhi besaran tertinggi dan terendah tingkat 

kelengkapan mandatory disclosure antara perusahaan BUMN dan 

BUMS. 

2. Terdapat persamaan variance dengan perolehan nilai signifikansi (2-

tailed) 0.221, dimana hasil perolehan tersebut lebih besar dari 0.05 yang 

berarti H1 ditolak, yakni tidak terdapat perbedaan signifikan tingkat 

kelengkapan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) informasi 

akuntansi antara perusahaan BUMN dan BUMS. Berdasarkan yang di 

telah dijelaskan di bab IV bagian pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

terkait dengan tingkat kelengkapan voluntary disclosure antara 

perusahaan BUMN dan BUMS diketahui bahwa sebagian besar 

perusahaan BUMN dan BUMS memiliki kesamaan dalam melakukan 

informasi sukarela yang kebanyakan perusahaan menekankan pada aset 

tak berwujud yang dipertimbangkan sebagai pengungkapan sukarela 

terkait dengan going concern / keberlangsungan hidup suatu 

perusahaan, pengungkapan pada proyeksi perusahaan atas informasi 

keuangan, pengungkapan lingkungan hidup serta pengungkapan dana 

penyaluran CSR dimana informasi tersebut merupakan suatu tindakan 

perusahaan akan kesadaran sosial yang tinggi kepada masyarakat dan 



sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap 

kondisi sosial perusahaan, kegiatan operasional perusahaan dan juga 

bentuk pertanggungjawaban kepada investor sebagai pihak penanam 

modal. 

1.2. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan laporan keuangan tahunan sebagai 

obyek penelitian untuk mengetahui perbandingan tingkat kelengkapan 

mandatory disclosure dan voluntary disclosure pada perusahaan BUMN 

dan BUMS yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018 

sehingga peneliti tidak menggunakan obyek penelitian lainnya seperti 

website resmi masing-masing perusahaan untuk menggambarkan 

pengungkapan sukarela yang sesungguhnya dan memungkinkan suatu 

perusahaan tersebut mengungkapkannya melalui media online 

(website). 

2. Penelitian ini hanya menggunakan 33 sampel penelitian yang terdiri dari 

18 sampel perusahaan BUMN dan 15 sampel perusahaan BUMS. 

3. Teori dalam penelitian ini hanya terfokuskan pada beberapa teori saja, 

sedangkan untuk dapat memahami secara detail terkait dengan 

penelitian ini dibutuhkan teori-teori yang mendukungnya seharusnya 

lebih banyak sehingga penelitian ini mudah untuk dicerna pada kalangan 

mahasiswa, dosen, praktisi, maupun masyarakat awam. 



4. Studi empiris penelitian ini adalah BUMN dan BUMS, sedangkan pada 

kenyataannya perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia sangat sedikit sehingga jumlah populasi perusahaan BUMN 

tidak sebanding dengan jumlah populasi perusahaan BUMS, maka hal 

tersebut mengakibatkan peneliti untuk memberikan kriteria 

pengambilan sampel yang lebih mengerucut pada perusahaan BUMS 

yang memiliki jumlah populasi keseluruhan sangat banyak. 

1.3. Saran 

Berdasarkan keterbatasan penelitian tersebut maka peneliti memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut : 

1. Sebaiknya untuk mengukur perbandingan tingkat kelengkapan 

mandatory disclosure dan voluntary disclosure informasi akuntansi 

pada perusahaan BUMN dan BUMS yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016-2018 obyek penelitiannya tidak hanya melalui 

laporan keuangan tahunan saja namun juga menggunakan obyek 

penelitian lainnya yaitu melalui website resmi perusahaan atau media 

online lainnya sehingga peneliti selanjutnya diharapkan untuk bisa 

menggambarkan pengungkapan sukarela yang sesungguhnya agar hasil 

penelitian tersebut lebih akurat dan dapat dipercaya. 

2. Sebaiknya penelitian selanjutnya diharapkan memberikan keluasan 

sampel penelitian dengan menambah sampel penelitian lebih banyak 

lagi sehingga subyek (perusahaan) yang dijadikan perbandingan 

tersebut lebih jelas dan hasilnya lebih maksimal. 



3. Sebaiknya penelitian selanjutnya diharapkan lebih menambah dan 

mengembangkan teori-teori mengenai pengungkapan informasi 

keuangan agar tidak terfokus pada teori-teori tertentu saja. Misal, lebih 

banyak mengambil teori dari jurnal internasional yang tentunya jurnal 

tersebut valid untuk dijadikan sebagai literatur penelitian atau dari buku 

internasional. 

4. Sebaiknya penelitian selanjutnya diharapkan untuk mempertimbangkan 

terlebih dahulu studi empiris yang hendak dijadikan subyek penelitian 

dengan mencari literatur atau melihat daftar perusahaan sektor mana 

yang hendak akan dijadikan tempat studi penelitian terkait jumlah 

populasi masing-masing perusahaan yang akan dibandingkan melalui 

website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Sehingga 

misal jumlah populasi perusahaan A dengan jumlah populasi 

perusahaan B tidak berbeda terlampau jauh.

http://www.idx.co.id/
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